PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 58 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan
Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor
58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Muara Enim Tahun Anggaran 2020;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara
Enim Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Kabupaten/Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35538),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1012);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);



Menetapkan
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9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2019 Nomor 58), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD
melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa
setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan dana desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa
dari bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan
ketentuan :

a. Tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling
lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh
persen);

b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat

minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat
puluh persen); dan
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c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua
puluh persen).

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA
penyaluran DAK fisik dan Dana Desa menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan
ketentuan :

a. Tahap I berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian dana desa setiap desa;

2. Peraturan desa mengenai APBDes; dan
3. Surat kuasa pemindahbukuan dana desa.
b. Tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran  dana desa  tahun anggaran
sebelumnya; dan

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran dana desa tahap I menunjukan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukan paling sedikit sebesar
35% (tiga puluh lima persen); dan

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran dana desa sampai dengan tahap II
menunjukan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen); dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

(6) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) kepala desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada bupati dengan
ketentuan :
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a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;

b. Tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran dana desa tahun anggaran
sebelumnya; dan

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran dana desa tahap | menunjukan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukan paling sedikit sebesar
35% (tiga puluh lima persen); dan

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran dana desa sampai dengan tahap II
menunjukan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen); dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting

tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai

(1)

(2)

berikut :

Pasal 14

Bupati menunda permintaan penyaluran dana desa
kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik
dan Dana Desa, dalam hal :

a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan

penyaluran dari desa sebagaimana dimaksud pada
pasal 10 ayat (6);

b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional

daerah.

Bupati mengajukan permintaan penyaluran dana desa
kembali kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran
DAK fisik dan Dana Desa, dalam hal :

C.

dokumen persyaratan penyaluran dari desa
sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (6) telah
diterima;
Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
dacrah.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 23 April 2020

Pit. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 18.



